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ABSTRAK 

 Masyarakat Desa Tanjung Bulan ialah masyarakat mayoritas sebagai 

petani karet khususnya dalam sektor perkebunan yang banyak dimiliki oleh 

masyarakat Desa Tanjung Bulan ini adalah kebun karet dan nanas, dengan adanya 

tanah pertanian kebun karet inilah masyarakat tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam atau Fiqih Muamalah akad Bagi Hasil 

kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap dikenal dengan istilah akad 

musaqah yaitu  dimana terdapat pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan 

kebun karetnya sedangkan pihak lain menggarap/menyadap kebun karet dan 

hasilnya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya 

sistem perjanjian/kerjasama Bagi Hasil kebun karet ini hanya dilakukan 

berdasarkan kata sepakat antara pemilik dan penyadap. Akadnya dilakukan secara 

lisan dan berdasarkan kepercayaan tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak 

memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat 

merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem Bagi Hasil 

kebun karet antara pemilik kebun dan panyadap di Desa Tanjung Bulan 

Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan untuk mengetahui 

pandangan Hukum Islam terhadap sistem Bagi Hasil kebun karet Desa Tanjung 

Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan dari hasil penelitian 

agar dapat berguna bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Bulan  dalam upaya 

memberi gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya Bagi Hasil  kebun karet. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, 

dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian lapangan (field 

research) dan data sekunder data yang diperoleh melalui kepustakaan, data 

tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan 

mengambarkan mengenai pokok permasalahan  yang ada, kemudian penguraian 

tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara deduktif.  

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Bagi Hasil  

kebun karet antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan 

Ilir tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan 

rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan 

berdasarkan adat dan Kebiasaan saja, sedangkan pembagian hasilnya dilakukan 

setelah hasil getah karet tersebut dijual kepada toke, dan hasil dari penjualan 

tersebut dibagi menurut kesepakatan awal dengan menyebutkan yaitu, ½ untuk 

karet unggul, 1/3 untuk jenis karet siling dan 1/5 untuk kebun sudah tua dan susah 

di sadap dari harga jual untuk biaya pemupukan dll. Jadi mengenai pembagian 

hasil getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak bertentangan dengan 

Hukum Islam. 

Kata kunci :Hukum Islam, Musaqah, Kebun Karet. 

 

 

 



PEDOMAN TRANSLITERASI  

 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 

tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf 

dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

Transliterasinya dengan huruf Latin. 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ  te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ....„... koma terbalik di atas„ ع

 gain g ge غ



 fa f ef ف

 qaf q ki ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m Em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ..'.. apostrof ء

 ya y ye ي

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

 

a) Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a 

 Kasrah  i i 

 Dammah  u u ــُـ

 

Contoh:  

 kataba -   كتب 

 fa„ala - فعل

 żukira - ذ كر

 yażhabu -  هبذٌ 

 su'ila- سئل

 

b) Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu: 

  

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan huruf Nama  

 Fathah dan ya ai a dan i .... ى

 Fathah dan wau au a dan u ....و

 

Contoh: 

 kaifa -   كٌف

 haula - هول

 



c) Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama  

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ....ا  ....ى

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ...ى

..و
و
.. Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla - قال

 ramā - رمً

 qīla - قٌل

 yaqūlu - ٌقول

 

 

d) Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1) Ta Marbutah hidup  

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta' Marbutah mati  

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

/h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

الاطفالروضة       -    raudatul al-atfal 

- raudatul al-atfal 

 al-Madīnah al-Munawwarah   -    المدٌنة المنورة

-  

- al-Madīnatul Munawwarah 

 

e) Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut.  

Contoh:  

 rabbanā - ربنا



 nazzala - نزل

 al-birr - البر

 nu'ima - نعم

 al-hajju - الحج

           

f) Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang .ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qomariah. 

 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti 

berikut: 

 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

 

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung/hubung. 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرجل

 asy-syamsu -  الشمش

 al-badi'u -  البدٌع

 as-sayyidatu -  السٌدة

 al-qalamu -  القلم

 al-jalālu -  الجلال

g) Hamzah  

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan 

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

1) Hamzah di awal: 

 umirtu -  امرت

 akala -  اكل

2) Hamzah ditengah: 

ونذخ تأ  - ta'khużūna 



 ta'kulūna - تأ كلون

3) Hamzah di akhir: 

 syai'un -  شًء

 an-nau'u -  النوء

  

h) Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. 

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

 

Contoh: 

 .Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn -              و ان الله لهو خٌر الرازقٌن

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn. 

 

والمٌزانفاوفوا الكٌل                  - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. 

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna. 

 

مرسها بسم الله مجرها و                  - Bismillāhi majrehā wa mursāhā. 

 

 Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti -                 و لله على الناس حج البٌت

manistatā‘a 

                   ilaihi sabīlā. 

من الستطاع الٌه سبٌلا                  - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti 

manistatā‘a 

      ilaihi sabīlā. 

 

i) Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

 

 .Wa mā Muhammadun illā rasūl -       و ما محمد الا رسول

 

ي ببكتة مباركتاذان اول بٌتت و ضتع للنتاس للت  – Inna awwala baitin wudi‘a  lin-nāsi 

lallażī 

       Bi Bakkata mubārakan. 



 

ي انزل فٌه القرانذشهر رمضان ال      - Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi 

      al-Qur'ānu. 

 

 .Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -       ولقد راه بالفق المبٌن

 

 .Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna -        الحمدلله رب العلمٌن

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak digunakan. 

 

 

Contoh: 

الله و فتح قرٌب نصر من        - Nasrum minallāhi wa fathun qarīb. 

  

 .Lillāhi al-amru jamī'an -       لله الامر جمٌعا 

- Lillāhil amru jamī'an. 

 

 .Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun -      والله بكل شًء علٌم 

 

j) Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik 

itu badan maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah 

dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifiksikan 

dan transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Fiqh 

secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminogi fiqh adalah 

pengetahuan tentang hukum syariah Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil 

terperinci.
1
 

Sedangkan  muamalah  secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat 

dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian 

dalam  arti luas. Dalam arti sempit (khas) adalah aturan-aturan  Allah yang wajib 

ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya 

dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian 

muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur 

manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
2
 

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti 

luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan 

dengan pemutaran harta. 

                                                             
1
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2014), hlm 15 

2
 Suhendri Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.1-3 



Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak 

dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-

hari, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa di abaikan. Kenyataan 

menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal dasar tetapi tidak 

bisa menjalankan usaha-usaha produktif dan di sisi lain tidak jarang pula ditemui 

orang-orang  yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, 

tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, 

sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang 

tidak mempunyai atau kekurangan modal. 

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam 

menghadapi berbagai macam  persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang 

satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan 

ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga 

terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-

masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia 

itu tidak melanggar hak-hak lain. 

Dalam ajaran Islam telah ditetapkan bahwasanya bermasyarakat hendaklah 

selalu tolong menolong. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman: 

إ ‘ ٔاحقٕا الله ‘ ٔ حؼإَٔاػهٗ انبز ٔانخقٕٖ , ٔلا حؼا َٕٔ اػهٗ الإثى ٔا نؼذ ٌٔ 

 ٌ الله شذ يذ انؼقا ب

“ ……Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 



pelanggaran.bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-

Nya.”(QS.Al-maidah:2)
3
 

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islam itu menghendaki agar tiap-tiap 

kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, 

dalam hal ini pula Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling 

memberi bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat 

bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam kejahatan dosa. 

Praktek bagi hasil antara pemilik karet dan penyadap karet merupakan salah 

satu kebutuhan tolong menolong. kerja sama bagi hasil telah dikenal oleh umat 

muslim sejak zaman Rasulullah, beliau tau dan mengakuinya, bahwa sebelum 

diangkat menjadi rasul Muhammad telah melakukan qiradh atau mudharabah , 

yaitu kerja sama antara nabi  Muhammad  SAW dengan khadijah r.a. Bagi hasil 

pada masa nabi juga telah diperbolehkan.  mengadakan perjalanan ke Syam untuk 

berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang-barang milik Khadijah r.a., 

yang kemudian menjadi istri beliau.
4
 dengan demikian maka kerja sama bagi hasil 

ini di bolehkan. 

Di dalam hukum Islam atau fiqh muamalah, ada beberapa sistem kerja sama 

seperti yang di kenal dengan istilah Muzara’ah, mudhabarah, dan Musaqah. 

Bentuk-bentuk  kerja sama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat 

manusia. 

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam  lapangan muamalah ialah 

Musaqah. Musaqah yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan 

petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga 

                                                             
3
 ( Q.S Al-Maidah(5) : Ayat 2) 

4
  Suhendri Hendi,op, cit, hlm.139 



memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan 

pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan 

penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam 

bentuk Musaqah menurut kebanyaan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh ) bila 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.
5
 

Sumber dalil hukum syara‟ atau pemakaian dalil dalam penghasilkan hukum 

syara‟, harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang 

menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum syara‟ adalah al-Qur‟an, 

kedua Hadits, yang ketiga adalah Ijtihad.
6
 

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah 

di mana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia 

hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan mengatungkan hidup mereka di 

sektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Tanjung 

Bulan, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penyadap karet 

di lahan milik orang lain. 

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, 

bahkan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan 

secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. 

si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena 

semuanya ditanggung oleh pemilik lahan.
7
 

Kerjasama semacam ini di praktekkan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan, 

di samping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain 

                                                             
5
 Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115 

6
 Abd. Rahman Dahlan , Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 113 

7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 393-404. 



untuk menyadap karetnya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kehidupan 

masyarakat setempat di kenal dengan istilah nakok karet (motong karet) dan 

dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah musaqah, yaitu suatu sistem 

persekutuan perkebunan antara pemilik karet satu pihak dan penyadap karet pihak 

lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat oleh 

kedua belah pihak. 

Demikian halnya bagi hasil penyadap karet di Desa Tanjung Bulan di lakukan 

atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut 

kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-

saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksaan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerja sama 

kedua belah pihak. 

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap 

kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya 

penyadap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa 

sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet 

secara diam-diam.  

Pembagian hasil menurut kebisaan setempat itu di bagi satu seperdua, satu 

sepertiga, dan satu seperlima, sedangkan penetapan harga perkilogram karet 

adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. 

Tanjung Bulan merupakan salah satu Desa di daerah Kecamatan Rambang 

Kuang Kabupaten Ogan Ilir yang sebagian Besar penduduknya hidup dari 

perkebunan karet. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-



macam sesuai dengan kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri dan ada 

juga yang bekerjasama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini 

penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas 

dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM MUSAQAH ANTARA PEMILIK  

KEBUN KARET DAN PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN 

KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan tersebut, terhadap hal yang 

menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktek sistem M usaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan 

Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten 

Ogan Ilir? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Musaqah Antara 

Pemilik Kebun Karet dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan 

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, Adapun tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adaalah : 

a. Untuk mengetahui praktek Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun 

Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang 

Kuang Kabupaten Ogan Ilir.  

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa 

Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan mengetahui Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet 

Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang 



Kabupaten Ogan Ilir, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan 

dan mengaplikasikan teori tentang hukum Islam dan fiqh muamalah 

serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas 

dan pengetahuan serta diharapakan dapat memahami aturan-aturan 

tata cara pelaksanaan bagi hasil antara pemilik karet dan penyadap 

Karet yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sehingga 

terpenuhinya tujuan disyariatkannya pelaksanan bagi hasil. 

b. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

bacaan ilmiah diperpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan 

referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis. 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan 

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir tentang bagi hasil yang Islami, 

sehingga praktek bagi hasil karet ini betul-betul merupakan 

perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia. 

D. Kajian Pustaka 

Bagi hasil (Musaqah) merupakan bentuk muamalah yang telah di kenal dan 

telah di praktekkan sejak zaman rasulullah SAW, praktek bagi hasil ini juga 

dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan. 

Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan 

(musaqah) sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung 



persoalan yang lebih mendalam terhadap pemasalahan tersebut, maka penyusun 

berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relavan terhadap masalah 

yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana 

perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. 

Pertama, Yustin Yuliza skripsi (2007) Fakultas Syariah UIN Raden Fatah 

Palemban, yang telah mengadakan penelitian tentang “ Timjaun Hukum Islam 

Terdapat Sistem Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat 

Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)”. Dalam tulisannya 

menerangkan Bahwa sistem bagi hasil kopi didesa Desa Penantian Kecamatan 

Jarai Kabupaten Lahat adalah disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap/ 

mengegola sendiri kebunnya, Adapun faktor yang mendukung  terjadinya sistem 

bagi hasil ini adalah disebabkan adanya petani kopi yang datang dari luar desa 

yang sengaja datang untuk menjadi pengelola kebun kopi. Sedangkan sistem bagi 

hasil yang diterapkan masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten 

Lahat ini ditinjau dari hukum Islam maka sistem yang mereka lakukan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.
8
 

Kedua,. Siti Rolina. Skripsi (2011). Telah Mengadakan Penelitian Dengan 

Judul Skripsi “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peminjaman Uang Dan Jual 

Beli Karet Pada Toke Di Desa Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara 

Enim”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwasanya dalam penjualan 

karet yang terjadi di Desa Talang Balai toke karetnya menetapkan potongan 20% 

sebagai imbalan, sekaligus bunga, dan pihak peminjam sudah mengiklaskan 

                                                             
8 Yustin Yuliza, 2007` ” timjaun hukum Islam terdapat sistem sistem bagi hasil kebun 

kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)” Skripsi 

Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. 



potongan tersebut, sebagai ucapan terima kasih selaku petani peminjam  uang, 

kepada toke kerena sudah membantu meringankan beban perekonomian petani 

peminjam. Ada juga toke yang memberikan pemotongan sebesar 25 rupiah untuk 

petani yang tidak memiliki hutang. Dan hasil pomotongan 50 rupiah untuk petani 

peminjam yang memiliki hutang.dan hasil pemotongan dari 25 rupiah ini 

disalurkan ke masjid untuk di jadikan dana pembangunan, dan 50  di jadikan 

biaya untuk para kuli dan warga yang berjaga malam jelang hari penimbangan 

karet, di lokasi penimbangan karet/rumah toke.
9
 

Ketiga, Firdaus Skripsi (2009), telah mengadakan penelitiannya tentang “ 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa 

Pagar Banyu Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dalam tulisannya 

menerangkan bahwa pelaksanaan bagi hasil  padi di lakukan dengan cara pemilik 

pemilik lahan menawarkan kepada  penggarap untuk menggarap lahannya atau 

sebaliknya. Adapun mengenai waktu lamanya kerja sama ada selama satu kali 

panen dan di lanjutkan apabila ada kesepakatan baru dan ada pula sampai satu 

tahun. Adapun bentuk transaksi ada yang secara lisan dan ada pula yang secara 

tertulis. Kedua dasar hukum pelaksanaan bagi hasil di Desa Pagar Banyu 

Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam adalah hukum adat. Tala’ah 

hukum Islam di lihat dari sisi rukun dan syarat telah sesuai dengan hukum Islam.
10

 

                                                             
9
 Siti Rolina. 2011, “Tinjauan Fiqh muamalah terhadap pemijaman Uang dan jual beli 

karet pada toke di Desa balai kec Lebak Kab Muara Enim “. Skripsi Fakultas syariah  IAIN Raden 

fatah palembang. 
 10

 Firdaus. 2009. “Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil pertanian padi didesa Pagar 
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Dari ketiga skripsi diatas yang membedakan dengan skripsi yang dibahas oleh 

penulis berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik 

Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Bulan kecamatan 

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah terletak pada judul penelitian, 

Tempat penelitian, dan objek penelitian. Dan penulis akan lebih mendalami 

pembahasan yang mencakup keseluruhan. 

E. Metode Penelitian 

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk 

memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu suatu  penelitian yang menggunakan kenyataan dan 

realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya 

yaitu pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap di 

Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Tanjung Bulan 

Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang 

memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah pokok 



dalam suatu penelitian.
11

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat sebagai petani karet yang bertempat tinggal Di 

Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 

dengan jumlah masyarakat yang melakukan bagi hasil  kebun karet 

sebanyak  160 orang yang terdiri dari pemilik kebun karet dan penyadap. 

Mengingat populasi begitu banyak serta keterbatasan waktu dan tenaga 

maka penulis lakukan penelitian ini dengan memakai sampel. Sampel 

diambil sebagian jumlah populasi yang berstatus sebagai pemilik kebun 

dan penyadap karet sebesar 10 %, Dalam penentuan sampel jika populasi 

kurang dari 100 orang, maka sampelnya dapat diambil 100%. Dan jika 

populasi lebih dari 100 dapat diambil antara 10 -15% atau 20-25% atau 

lebih.
12

 Dengan demikian menjadi sampel dalam penelitian ini 16 orang 

pemilik kebun karet dan penyadap Di Desa Tanjung. 

4. Jenis Data Dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 

sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, 

masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil 

temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan 

pemahaman tertentu.
13

 

Sedangkan, Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1. Data Primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.
14

 

Maka sumber  data diperoleh dari objek penelitian lapangan yang 

dilakukan di Desa Tanjung Bulan, yaitu masyarakat yang melakukan 

praktek bagi hasil (Musaqah) Petani Karet di Desa Tanjung Bulan. 

2. Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. 

Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.
15

 

Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang 

diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan cara sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan 

dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang 

berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.
16

 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan 
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atau tanpa menggunakan pedoman (quide) wawancara.
17

 Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kebun 

karet dan Penyadap di desa Tanjung Bulan  Kecamatan Rambang 

Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai pelaksaan bagi hasil (Musaqah) 

antara pemilik karet dan penyadap kemudian hal-hal yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara 

dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar 

pertanyaan untuk pedoman wawancara (quide interview) 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 

yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, 

peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait 

dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna 

dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, 

artefact, gambar, maupun foto.
18

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain sehingga  mudah untuk dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
19
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Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data 

penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan 

dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif analisis, yakni penulis 

mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh 

kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber 

tertulis. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah 

menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum 

kepada yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah 

dimengerti. 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 

(lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang 

jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQAH) 

Dalam bab ini menguraikan gambaran tentang tinjauan umum 

tentang bagi hasil, Pengertian Aqad (Perjanjian), rukun dan Syarat 

Akad (Perjanjian), Bagi Hasil Menurut Hukum Islam, dan Bagi 

hasil Dalam Tinjauan UU dan Hukum Adat. 

 



BAB III  : DESKRIPSI DESA TANJUNG BULAN 

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah di di Desa Tanjung 

Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, 

Gambaran umum Desa Tanjung Bulan, bagian ini 

menggambarkan historis dan keadaan geografis di Desa Tanjung 

Bulan, Keadaan Penduduk, kondisi pendidikan, dan kehidupan 

sosial Ke-Agamaan. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana sistem Msaqah 

antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan 

Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir,  dan Musaqah 

antara pemilik kebun karet dan penyadap karet di Desa Tanjung 

Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir di tinjau 

dari hukum Islam 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-

saran dari penulis selama melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQAH) 

A. Pengertian Akad (Perjanjian) 

Kata akad berasal dari Bahasa Arab al-aqd yang secara etimologi berarti 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Secara  terminologi ulama 

fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan 

qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh kepada objek perikatan.
20

 

Pengertian akad yang beredar di kalangan  fuqaha ada dua yaitu, arti umum 

dan arti khusus. Mengartikan akad dalam arti  umum menurut fuqaha Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabila akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh 

seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, 

pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak 

di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, 

dan gadai.  

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh 

ulama Hanafiah. Mengatakan : 

أثزِ في يحهّ, أٔبؼبا  انؼقذ ْٕ ارحباط إ يجا ب بقبٕ ل ػهٗ ٔجّ يشز ٔع يثبج

رة أخزٖ: حؼهق كلاو أحذ انؼا قذ يٍ بالأخز شز ػا ػهٗ ٔجّ يظٓز أثزِ فٗ 

 انًحم
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 Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara‟ 

yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, 

keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dangan yang 

lainnya menurut syara‟ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.
21

    

 Dari definisi  diatas dapat di jelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu 

perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua  belah pihak, yang satu 

menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian 

menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban 

antara kedua pihak tersebut.  Selain itu juga akad bagi hasil dapat diartikan 

dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan. 

B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad (Perjanjian) 

1. Rukun-Rukun Akad 

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut: 

a. ‘Aqid (orang yang melakukan akad) adalah orang yang berakad 

terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang 

terdiri dari beberapa beberapa orang.  

b. Ma’qud alaih, (objek akad) ialah benda-benda yang diakadkan, 

seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad 

hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam 

akad kafalah.  

c. Maudhu’ al-‘aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.  
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d. Shighat al-aqd, ialah ijab Kabul, ijab ialah permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataam 

yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah 

adanya ijab.
22

 

2. Syarat-Syarat Akad 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad:  

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka 

akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah 

pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya akadnya tidak 

sah. 

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

c. Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang 

memiliki barang. 

d. Akad bukan jenis akad yang dilarang. 

e. Akad dapat memberi faedah. 

f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut 

dibatalkan sebelum adanya qobul. 
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g. Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab 

dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian 

dianggap tidak sah. 

2.) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 

wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan 

idhofi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, 

seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
23

 

C. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam 

1. Sistem Bagi Hasil 

Bagi Hasil merupakan istilah lain dari kata bahasa nakok/paroan karet, nakok 

sendiri merupakan bahasa yang sering di gunakan oleh masyarakat Desa Tanjung 

Bulan, khususnya dalam bidang perkubunan karet. Sedangkan bagi hasil ialah 

perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari 

pengolahan tanah itu.
24

 Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang 

banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan karet, 

khusunya di Desa Tanjung Bulan yang merupakan tempat penulis untuk 

melakukan penelitian. Kata-kata nakok sudah terdengar tidak asing bagi sebagian 

penduduk pedesaan yang desanya memiliki mata pencarian perkebunan karet atau 

pertanian. 

Adapun sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada 

perkebunan karet yang dilkukan dengan pembagian seperti 1/2, 1/3, dan 1/5. 
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Sistem bagi hasil ini merupak istilah lain dari Musaqah, Muzara’ah, dan 

mukhabarah dalam hukum Islam. 

Adapun hadits mengenai Bagi Hasil atau dalam istilah hukum Islam disebut 

Musaqah, Muzara’ah, dan mukhabarah atau Qiradh yang berarti nakok/paroan 

kebun karet: 

ػٍ ػبذ الله بٍ ػًز اٌ رسٕ ل الله صم الله ػهيّ ٔ سهى ػا يم ا ْم خيبز 

 بشطز يا يخز خ يُٓا يٍ ثًز أ سرع

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 

Shallallahu Alaihi Wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka 

mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang di hasilkannya.”( HR 

Bukhari-Muslim).
25

 

 

Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menunaikan kebolehan dan 

ketidak bolehan melakukan Musaqah, Muzara’ah, dan mukhabarah atau Qiradh 

menurut Imam Dawud yang boleh di musaqahkan hanyalah kurma namun 

menurut Imam Malik musaqah di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki 

akar yang kuat.
26

 

Sistem bagi hasil dalam bentuk paroan/nakok yang dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi 

hasil yang mana perjanjian bagi hasil tersebut hanya berupa perjanjian secara lisan 

(kata-kata) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik kebun karet dan 

penyadap). 
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Sistsem bagi hasil dalam bentuk paroan kebun karet dalam syariat Islam, 

sebagimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dilakukan dengan beberapa macam 

cara yang dikenal dengan istilah Musaqah, Muzara’ah, dan mukhabarah atau 

Qiradh  (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebur merupakan akad atau 

transaksi muamalah Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan 

tanah/lahan. 

2. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian 

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang 

perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas 

tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum 

Islam atau Fiqih muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:  

1. Akad Muzara’ah 

2. Akad Mukhabarah  atau Qiradh dan 

3. Akad Musaqah 

 Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan 

dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke-pada si 

penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun
27

 

Antara Muzara’ah dan musaqah terdapat persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. 

Adapun perbedaannya ialah: di dalam musaqah tanaman telah ada tetapi, 
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memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam muzara’ah, tanaman di 

tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.
28

 

 Mukhabarah  adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawa atau tanah 

dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah 

dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari 

penggarap tanah.
29

 

 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad 

muzara’ah dan mukhabarah, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam 

muzara’ah, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam 

mukhabarah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.
30

 Dalam hal ini penulis 

beranggapan bahwa sistem bagi hasil  antara pemilik kebun karet dan penyadap 

tersebut merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam 

fiqh muamalah yang disebut dengan istilah akad al-musaqah. 

3. Pengertian Musaqah 

 Musaqah dalam arti bahasa merupakan wazn mufa’alah dari kata as-saqyu 

yang sinonimnya asy-syurbu, artinya memberi minum. Penduduk Madinah 

menamai musaqah dalam mua’malah, yang merupakan wazn mufa’alah dari kata 

‘amila yang artinya bekerja (kerja sama). Sedangkan menurut istilah, al-musaqah 

didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-

Jaziri musaqah ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) 

dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun menurut syara’ musaqah 

adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya 
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dengan ketentuan hasil buah-buahan atau getah karet-nya dibagi di antara mereka 

berdua.
31

 

 Musaqah dalam syariat adalah penyerahan pohon kepada orang yang akan 

mengairi dan merawatnya sampai buahnya benar-benar matang, dengan imbalan 

bagian tertentu dari buah tersebut.
32

 

 Menurut ulama Syafi‟iyah, mendefinisikan al-musaqah ialah, memberikan 

pekerjaan orang  yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk 

kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan 

pekerja memperoleh bagian kertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon 

tersebut.
33

 

 Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah al-musaqah 

ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan 

memelihara dan hasil yang di rizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka 

berdua.
34

 Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio dalam Bukunya Bank Syariah dari 

Teori ke Praktek, mengertikan al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana 

dari muzara’ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman 

dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari 

hasil panen.
35

  

 Setelah diketahui dari definisi-definisi yang di kemukakan oleh para ahli di 

atas dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan  akad al-musaqah atau 
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muamalah adalah sebuah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yaitu 

pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara 

dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu 

yang dihasilkan pihak kedua berupa getah karet  merupakan hak bersama antara 

pemilik kebun dan penyadap  sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.  

4. Dasar Hukum Musaqah 

 Dasar hukum musaqah ialah dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang 

diperbolehkannya untuk pelaksanaan kerja sama dalam bentuk musaqah untuk 

penggarap dan pemilik lahan pertanian.  

 Di antara dalil jumhur ulama yang membolehkan al-musaqah adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar R, A. 

ػٍ ابٍ ػًزرضٗ االله ػًُٓا اٌ رسٕل الله صهٗ االله ػهيّ ٔ سهى ػا يم اْم 

36يُٓا يٍ ثًز أسرع "يخفق ػهيّخيبز بشطز يايخزج 
 

 Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah memberikan kebun 

beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan 

perjanjian mereka akan memperoleh setengah dari penghasilannya, baik dari 

buah-buahan maupun tanamannya. 

 

Selain penjelasan hadis diatas ada hadis lain yang menjelaskan tentang 

pelaksanaan akad musaqah dalam hadis Nabi SAW,  yang bersumber dari Ibnu 

Umar R, A, berkata: 

حذ يث ابٍ ػًز، أٌ انُبي صهٗ الله ػهيّ ٔسهى ػا يم خيبز بشطز يا يخزج 

يُٓا يٍ شًزأٔسرع ,فكا ٌ يؼطي أسٔاجّ يائت ٔسق: ثًا ٌَٕ ٔسق حًز، 
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ٔػشزٌٔ ٔسق شؼيز؛ فقسى ػًز خيبز فخيبز أسٔاج انُبٗ صهٗ الله ػهيّ 

ٔسهى أٌ يقطغ نٍٓ يٍ انًاء ٔالأرض أٔ يًضي نٍٓ ، فًٍُٓ يٍ اخخار 

لأرض ٔيٍُٓ يٍ اخخار انٕسق، ٔكا َج ػا ئشت اخخارث الأرض . يخفق ا

ػهيّ
37

 

Ibnu Umar, r,a. Meriwayatkan bahwa Nabi SAW, memperkerjakan orang-

orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari 

hasilnya berupah kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan 

hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq, 

dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, Umar membagi-bagikan tanah 

Khibar. Maka istri-istri Nabi SAW, ada yang mendapatka air (sumur), tanah, atau 

seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memiliki tanah 

dan ada juga yang memiliki menerima wasaq (hasilnya). Adapun Aisyah r,a 

memiliki tanah. (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Sedangkan menurut Abu Ja‟far Muhammad bin Ali Husain bin Abu Thalib 

r,a, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai 

penggarap dan memelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu 

Bakar, Umar, Ali Serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 

dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh  Khulafaur rasyidin pada zaman 

pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak 

ada seorang pun yang menyanggahnya, berarti ini adalah ijma’ sukuti (konsensus 

dari umat).
38

 

Sedangkan Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi 

shallallahu alaihi wa sallam mempekerjakan penduduk khaibar, dan mereka 
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mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang di hasilkannya.”( HR 

Bukhari-Muslim).
39

 

Dari penjelasan hadis-hadis  diatas dan para ahli fiqh mereka sepakat 

memperbolehkan dalam akad musaqah.  

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan 

dalam musaqah. Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di-

musaqah kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi‟iyah yang boleh di musaqah-kan 

hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon 

yang mempunyai akar kedasar bumi dapat dimusaqahkan. 

menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk 

semua pohon yang memiliki akar kuat  dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon 

tin, pohon zaitun dan semisalnya.
40

 

Dari pendapat jumhur ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan 

melakukan akad musaqah atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali 

pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa al-musaqah 

dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya 

batal, Karena menurut Hanifah hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang 

sewanya di bayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara‟.
41

 Dari 

keterangan ini bahwa yang membatalkan musaqah menurut Hanafih tersebut 

bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan  yang diambil 

dari sebagian hasil yang diperolehnya. 
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5. Rukun dan Syarat Musaqah 

1. Rukun musaqah 

 Setelah kita mengetahui pengertian musaqah maka kita harus mengetahui 

rukun dan syarat akad musaqah tersebut, agar dapat mengetahui hak, kewajiban, 

dan tanggung jawab di antara kedua belah pihak. 

 Menurut ulama Hanafiah, berpendapat bahwa rukun akad musaqah adalah 

ijab dan qobul, ijab dinyatakan oleh pemilik kebun atau pepohonan, sedangkan 

qabul dinyatakan oleh penggarap (amil atau muazari’). Menurut ulama Malikiyah, 

akad musaqah mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal  ijab dan qabul, tidak 

dengan pekerjaan. Sedangkan menurut ulama  Hanabilah, musaqah sama dengan 

muzara’ah, tidak perlu ijab dan qabul dengan lafal, melainkan cukup dengan 

memulai penggarapan secara langsung. Sedangkan ulama Syafi‟iyah 

mensyaratkan dalam qabul dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannnya di dasarkan 

pada kebiasaan umum. 

 Menurut jumhur ulama bahwa rukun musaqah ada tiga, yaitu
42

 

1) ‘aqidain (pemilik kebun dan penggarap), 

2) Objek akad, pekerjaan dan buah, 

3) Sighat, (ungkapan)  ijab dan qabul. 

 Berdasarkan penjelasan rukun musaqah diatas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa rukun musaqah ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan 

akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa kebun 
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karet dan yang harus di lakukan oleh penyadap adalah motong parah (memahat 

karet) dan merawat karet yang di ungkapkan dengan ijab dan qabul.  

2. Syarat-syarat  akad musaqah 

 Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad musaqah antara lain: 

a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz. 

Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama 

yang lain, baligh menjadi syarat sahnya musaqah. 

b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada 

perbedaan pendapat, sebaagaimana telah dikemukakan di muka. Di 

samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui. 

c. Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun 

harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap 

kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua 

belah pihak maka akad musaqah menjadi batal atau fasid. 

d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang 

diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian 

yang jelas.
43

 

Dari syarat-syarat  di atas dapat di simpulkan bahwa syarat akad musaqah 

ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat dimana pemilik 

kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada 

pengarap/penyadap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan 

kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet. 
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6. Hukum musaqah Shahih dan Fasid (Rusak) 

1. Hukum Musaqah yang Shahih 

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk musaqah yang shahih. 

Menurut Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku 

untuk musaqah sebagai berikut. 

a) Semua perkerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan 

kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh 

pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemilik dan penggarap. 

b) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-

syarat yang disepakati. 

c) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak 

mendapatkan apa-apa. 

d) Akad musaqah merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua 

belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak 

untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak 

lain, kecuali karena udzur. 

e) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati. 

f) Penggarap tidak boleh memberikan musaqah kepada orang lain, kecuali 

apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan 

penyimpangan, dengan memberikan garapan musaqah kepada orang lain, 

maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama 



tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah 

yang sepadan dengan pekerjaannya.
44

 

 Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum 

yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat 

dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sesuatu yang tidak berhubungan  dengan buah tidak wajib dikerjakan 

dan tidak boleh di syaratkan. 

b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak 

wajib dibenahi oleh penggarap. 

c. Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah 

kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat 

garapan, dan lain-lain. 

 Menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam 

membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala 

pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan 

pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.
45

 

 Berdasarkan pendapat beberapa ulama diatas dapat disimpulkan bahwa 

hukum musaqah dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah dan penggarap 

mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan 

bersama agar salah salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya 

dalam perjanjian akad musaqah tersebut. 
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2. Hukum musaqah yang fasid (Rusak) 

 Akad musaqah menja di fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat 

yang telah ditentukan syara‟. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan 

fasid-nya akad musaqah adalah sebagai berikut. 

1. Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. 

Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada. 

2. Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk 

salah satu pihak. 

3. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan. 

4. Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena 

penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya 

dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak. 

5. Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi 

kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan musaqah. 

6. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya 

masa perjanjian musaqah. 

7. Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak 

mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu 

merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad musaqah. 

8. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi 

kepada penggarap lainnya.
46
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 Dampak musaqah fasid munurut ulama Malikiyah jika musaqah rusak 

sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila musaqah rusak 

setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan musaqah, penggarap berhak 

pendapatkan upah atas pekerjaanya, baik sedikit maupun banyak.
47

 

Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad musaqah fasid rusak 

adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya  

masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang 

ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau 

mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati. 

Yang dibolehkan dalam akad musaqah 

 Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi 

objek musaqah. Diantara meraka ada yang membatasinya hanya pada pohon 

kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu 

pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafii. Di antara mereka 

ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi. 

 Sedangkan menurut Imam Malik, musaqah  dibolehkan untuk semua 

pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang 

serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon Yang berakar  tidak 

kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan 

untuk menggarapnya.
48

 Menurut penganut mazhab Hanbali, musaqah 

diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. 
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 Dalam kitab Al-Mughni, disebutkan al-musaqah dibolehkan untuk pohon 

tadaah hujan, sebagaimana ia juga diperbolehkan untuk pohon-pohon yang perlu 

disiram.
49

 

 Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam 

akad musaqah ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki 

akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk 

pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebainya selagi pohon tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek musaqah. 

7. Berakhirnya akad musaqah 

Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musaqah sebagaimana dalam 

Mujara’ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara. 

1. Berakhirnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

berakad 

2. Meninggalnya salah seorang yang berakad 

3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur 

Diantara uzur yang dapat membatalkan musaqah: 

a. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan 

mencuri buah-buahan yang digarapnya. 

b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja. 
50

 

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika 

tanaman itu belum dipanen. Apapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka 

pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad 
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meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memiliki antara meneruskan 

atau menghentikannya.
51

 

8. Hikmah musaqah 

 Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-

pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada 

suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana 

memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang 

yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari 

buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah: 

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga 

dapat mencukupi kebutuhannya. 

2. Saling tukar manfaat diantara manusia. 

Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan 

telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu 

dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. 

Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, 

maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, 

sehingga apa yang diperbolehkan mangandung faedah yang besar.
52

 

Dari uraian bab diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian 

atau ikatan yang terjadi antara kedua  belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan 

yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-

akibat hukum. Dalam fiqh muamalah ada beberapa bentuk akad dalam bidang 
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pertanian antara lain ialah akad Muzara’ah, akad Muhhabarah dan akad 

Musaqah. 

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa sistem bagi hasil dalam bidang 

memelihara perkebunan ialah akad musaqah sebuah bentuk kerja sama antara 

kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun 

tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. 

Bahwasanya dalam akad musaqah tersebut memiliki hukum tersendiri, syarat dan 

rukun yang harus dipenuhi, adapun hikmah dari melaksanakan akad musaqah 

ialah dapat  menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga 

dapat mencukupi kebutuhannya. 

D. Bagi Hasil dalam Tinjauan UU Nomor. 02 Tahun 1960 dan Hukum Adat 

1. Bagi Hasil dalam Tinjauan Undang-Undang UU Nomor. 02 Tahun 

1960 (Perjanjian Bagi Hasil) 

a. Pengertian Bagi Hasi (Perjanjian Bagi Hasil) 

Pasal 53 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud hak 

usaha bagi hasil. 

Menurut Boedi Harsono Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang 

atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyelenggarakan 

usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) 

dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak 

menurut imbangan yang telah disepakati sebelumnya.
53
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Sedangkan menurut pengertian dari UU Nomor. 02 tahun 1960 

tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian ) disebutkan dalam Pasal 1 

poin c, bahwa : 

“Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang 

diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hokum 

pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, 

berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik 

tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, 

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.
54

 

 

b. Mekanisme Hak Usaha Bagi hasil (perjanjian bagi hasil) 

Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di muka Kepala Desa, 

disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan disahkan oleh camat 

setempat serta diumumkan dalam kerapatan Desa yang bersangkutan 

(Menurut UU Nomor. 02 tahun 1960( 

c. Tujuan Mengatur Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) 

Disebutkan dalam Penjelasan Umum UU Nomor. 02 Tahun 1960 

Tujuan Mengatur Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) adalah: 

a) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap 

dilakukan atas dasar yang adil; 

b) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik 

dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak 

bagi penggarap; 
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c) Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada a dan b diatas, 

maka bertambahlah kegembiraan bekerja bagi para petani 

penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya 

memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya.
55

 

d. Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi 

hasil) 

Menurut Boedi Harsono Sifat-sifat Dan Ciri-ciri Hak Usaha Bagi 

Hasil (Perjanjian Bagi hasil) adalah: 

a) Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas 

b) Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa 

izin pemilik tanahnya 

c) Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas 

tanah yang bersangkutan kepada pihak lain 

d) Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, 

tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia 

e) Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor 

Kepala Desa) 

f) Sebagai lembaga perjanjian bagi hasil ini pada waktunya akan 

dihapus 

e. Jangka waktu Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil) 

Menurut UU Nomor. 02 tahun 1960 
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a) Lamanya jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah 

sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-

kurangnya 5 tahun 

b) Perjanjian tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah 

yang bersangkutan kepada pihak lain 

c) Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil itu 

dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang 

sama 

d) Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu 

perjanjian hanya dimungkinkan apabila jika ada persetujuan kedua 

belah pihak yang bersangkutan dan hal itu dilaporkan kepada 

kepala Desa.
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f. Hak Dan Kewajiban Para Pihak 

Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 

ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang- Undang Nomor. 02 tahun 1960, yang 

diadakan pula ketentuan  ketentuan dalam yang melarang “ijon” untuk 

melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah. hak-hak dan 

kewajiban para pihak yaitu : 

1. Hak dan kewajiban pemilik tanah. 

a. Pemilik tanah berhak : 

                                                             
56

 Ibid, hlm. 146 



1) Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbangan 

yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap Daerah oleh Bupati 

kepala Daerah yang bersangkutan . 

2) Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka 

waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir. 

b. Kewajiban pemilik tanah Menyerahkan tanah yang dibagi 

hasilkan untuk di usahakan oleh penggarapnya serta membayar 

pajak atas tanah tersebut . 

2. Hak dan kewajiban Penggarap. 

a. Hak penggarap 

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak 

mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian 

dari hasil tanah sesuai dengan imbangan yang ditetapkan. 

b. Kewajiban Penggarap 

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah 

kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka 

waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik. 

g. Hapusnya Hak Usaha Bagi Hasil 

a) jangka waktunya berakhir 

b) atas persetujuan kedua belah pihak ,  perjanjian bagi hasil diakhiri 

c) pemilik tanahnya meninggal dunia 

d) adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap larangan dalam 

perjanjian bagi hasil 



e) tanahnya musnah 

Dalam Pengaturan tentang perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian telah 

mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang “ 

Perjanjian Bagi Hasil.” Sebenarnya Undang-Undang ini tidak memberikan 

perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/ tunakisma, namun tujuan 

utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan 

hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.02 

tahun 1960). Sehingga hak–hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun 

pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas.  

Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Disetiap 

daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umunya hampir sama. Pada 

dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti 

perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada 

camat setempat.
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2. Bagi Hasil Menurut Hukum Adat 

adat sebagai kepribadian suatu bangsa, merupakan jiwa bangsa yang 

bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa punya kebiasaan antara satu 

dengan lain yang berbeda-beda. karena itu perbedaan ini menyebabkan adat 

tersebut, sebagai unsur terpenting yang memberikan identitas suatu bangsa yang 

bersangkutan. Di Indonesia adat memiliki suku-suku bangsa, meskipun berbeda 

dasar serta sifatnya, tetapi tetap satu yaitu Indonesiaannya. 
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Adat istiadat yang hidup berhubungan dengan tradisi rakyat sebagai sumber 

kabangsaan bagi hukum kita.
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Istilah bagi hasil, di dalam sistem hukum Adat kita walaupun disebut dengan 

nama dan sebutan yang berbeda tetapi dikenal dan dilaksanakan hampir 

di seluruh pelosok tanah air. Istilah tersebut di Sumatera Selatan khususnya di 

Kabupaten Lahat disebut Paroan. Bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum 

Adat yang pada awalnya bersifatsosial ekonomis yang bertujuan menolong 

sesama warga dan tidak selalu dapat dianggap sebagai usaha bisnis 

seperti di negara-negara lain. 
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Menurut ter haar, maka maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, 

dimana obyek transaksi bukanlah  tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan 

tanaman di atas tanah tersebut.Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena 

pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, 

akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat 

mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan 

tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih 

payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, 

dengan berbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya,dan 

seterusnya.
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Di daerah Sumatera Barat (Minang kabau), transaksi ini dikenal dengan nama 

“mampaduoi´  atau  “babuek sawah urang´.  Perjanjian bagi hasil tersebut di 

                                                             
58

 Ning herlina, Diktat Hukum Adat. (IAIN Raden Fatah palembang,2013), hlm. 1 
59

 Parlindungan, A.P. Komentar atas undang-undang pokok agraria. (Bandung: Mandar 

Maju,  1993) hlm 97 
60

 Ibid., hlm 48 



dalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan 

tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan 

seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan  

benih  padi  disediakan oleh  pemilik  tanah,  maka hasilnya dibagi dua antara 

pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih 

serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut ³mempaduoi´. Lain halnya, 

apabila tanah keras,  ldang  atau  sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan 

palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap 

dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan  harga bibit dan pupuk; 

perjanjian semacam ini disebut ³saduo bijo´. Perjanjian tersebut dapat diteruskan 

(atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggaranya meninggal.  

Di Jawa Tengah,  maka  perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, 

macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas 

tanah baik,misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih 

besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut : 

1. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (³maro´)  

2. Pemilik tanah memperoleh 2/3 bagian (³mertebu´). 

3. Pemilik tanah mendapat 1/5 bagian untuk tanaman kacang . 

Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut sakap 

menyakap. Ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut : 

1. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu 

masing-masing ½ (´nandu´).  

2. Pemilik tanah mendapat 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian (³nelon´). 



3. Pemilik tanah mendapat 2/3 bagian dan penggarap 1/3 bagian (³ngapit´). 

4. Pemilik tanah mendapat ¾ bagian, sedangkan penggarap ¼ 

bagian(³merapat´).
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61

 https://www.scribd.com/doc/34310048/HUKUM-ADAT. ( Dowload: 7 januari 2017) 

https://www.scribd.com/doc/34310048/HUKUM-ADAT


64 
 

BAB III 

DESKRIPSI DESA TANJUNG BULAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Dan Letak Geografis Desa Tanjung Bulan 

Desa Tanjung Bulan pada mulanya berdiri sejak terjadinya otonomi daerah 

pada tahun 2000 yang terletak pada wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. 

Sebagaimana Peraturan Pemerintah tentang otonomi daerah sebagai berikut: 

sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25, tahun 2000 

tentang kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom Presiden Replublik 

Indonesia dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1945. Undang-Undang nomor 

25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Nomor 60 tahun 1999); 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 25 tahun 

1999 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah 

(Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).  

Secara administratif keadaan Desa Tanjung Bulan adalah salah satu Desa 

dalam wilayah Kecamatan Rambang Kuang. Kecamatan Rambang Kuang 

mencakup 13 Desa, sehingga untuk mempersempit wilayah penelitian ini penulis 

mengambil 1 Desa sebagai wilayah penelitian yaitu Desa Tanjung Bulan, yang 

mempunyai batas-batas sebagai berikut:
62

 

Sebelah Timur dengan batasan Desa Betung Akar 

Sebelah Selatan dengan batasan Desa Sunur 

Sebelah Utara dengan batasan Desa Tebedak 

Sebelah Barat dengan batasan Desa Tambang Rambang. 
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Letak Desa Tanjung Bulan dapat dibilang cukup jauh dari Kabuputen kota 

yaitu Kota Prabumulih dan Kota Palembang. Jaraknya dari Desa Tanjung Bulan 

ke Palembang sekitar 92 Km, sedangkan dari Desa Tanjung Bulan ke prabumulih 

sekitar 50 Km, untuk menempuh Kota prabumulih dan Kota Palembang dapat 

ditempuh melalui jalan darat. Sedangkan jaraknya Desa Tanjung Bulan dengan 

Kecamatan yaitu Desa Tambang Rambang yakni sekitar 2 Km. Dengan demikian 

dilihat dari jaraknya Desa ini tidak terpencil lagi jarakya yang begitu dekat untuk 

memudahkan aparat pemerintahan Desa Tanjung Bulan untuk mendapatkan 

bantuan dengan Desa lainnya, seperti Desa Tambang Rambang, Tebedak, Sunur, 

Betung Akar, Payaraman, Seri Kembang, Kayu Ara, Dan Ibul Dalam. Oleh karena 

itu untuk melancarkan hubungan antara daerah ini dengan daeah lainnya, jalan 

darat juga sangat berpengaruh dan berperan penting dalam menunjang aktivitas 

yang penting bagi masyarakat. 

Menurut sejarah (historis/cerita) singkatnya, berdirinya Desa Tanjung Bulan 

berdasarkan wawancara penulis dengan orang yang paling tua di Desa Tanjung 

Bulan, dan tidak dipastikan secara jelas tahun berdirinya, kerena informasi tentang 

itu belum diperoleh, namun Desa ini telah lama berdiri jauh sabelum zaman 

Belanda di daerah tersebut. Sedangkan nama Desa tersebut dapat diperoleh dari 

beberapa persi keterangan, nama Desa tersebut diambil dari kejadian yang ada di 

Desa Tanjung Bulan itu sendiri, yaitu berasal dari kata “Tanjung”, Tanjung 

merupakan daratan yang menonjol ke laut (perairan), atau daratan yang dikelilingi 

oleh laut di ketiga sisinya. Desa Tanjung Bulan merupakan Desa yang dikelilingi 

oleh sungai-sungai kecil dan sungai Rambang oleh karena itulah di sebut Tanjung 



(berada di tengah-tengah dari tepian sungai-sungai), dan kata “Bulan” itu sendiri 

berasal dari bulan puasa atau menentukan awal bulan puasa yang pada saat itu  di 

Desa Tanjung Bulan digunakan sebagai lokasi penentuan awal bulan puasa oleh 

karena itulah masyarakat memberikan nama Desa Tanjung Bulan tersebut. Nama-

nama pimpinan pemerintahan kepala Desa Tanjung Bulan menurut sejarah yaitu 

Abdullah, Yusuf, Abd.Rozak, Jalaluddin, Makmun, Jalaluddin, Jamil Mursid, 

Jamil Mursid, Soldan, Kartobi, Dan Tahun 2017-2022 kepala Desa Tanjung Bulan 

yaitu Damsir.
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Desa Tanjung Bulan pada mulanya merupakan daerah yang berhutan lebat 

yang diambil oleh sekelompok manusia untuk dijadikan tempat tinggal, dan 

akhirnya menjadi sebuah Desa, bagaimanapun pendapat mengenai asal-usul nama 

Desa tersebut, namun Desa ini sekarang disebut dengan Desa Tanjung Bulan 

hingga sekarang, seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin 

bertambah banyak, maka Desa Tanjung Bulan telah memenuhi syarat untuk 

menjadi Desa yang tersendiri. Yang didalamnya terdapat sebagai sektor untuk 

menunjang keadaan Desa itu sendiri. 

B. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Bulan 

 Pada dasarnya keadaan Desa Tanjung Bulan adalah masyarakat yang 

mempunyai ragam suku, budaya dan ragam kesenian dari daerah lain maupun 

yang berasal dari Desa Tanjung Bulan itu sendiri. 

Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan hingga saat ini dapat 

digolongkan pada jumlah penduduk yang banyak, apabila disesuaikan dengan luas 
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Desa sekitar 56 Ha yaitu sebanyak 580 KK (Kepala Keluarga) atau 2229 jiwa. 

Yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki berjumlah 1121 jiwa dan 

yang perempuan berjumlah 1108 jiwa.  

Tabel 1. 

Jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan Dilihat Dari Tingkat Umur Tahun 

2017 

No Tingkat Umur Jumlah 

1 0-1 tahun 80 Jiwa 

2 1-4 tahun 156 Jiwa 

3 5-14 tahun 467 Jiwa 

4 15-39 tahun 736 Jiwa 

5 40-64 tahun 680 Jiwa 

6 65 tahun keatas 110 Jiwa 

Jumlah 2229 Jiwa 

Sumber: Monografi Desa Tanjung Bulan, 10 januari 2017.
 
 

Berdasarkaan tabel diatas jumlah penduduk Desa Tanjung Bulan tahun 

2016 berjumlah 2229 jiwa, sedangkan sensus penduduk tahun 2016 secara 

keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya, dari jumlah tersebut diatas dibagi 

beberapa golongan yang tertera pada tabel diatas.
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C. Kondisi Pendidikan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Bulan 

Pendidikan bagi masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang sempurna 

baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta bagi dirinya dan bagi oarng lain, 

dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat di Desa 

Tanjung Bulan. melihat kondisi sekarang keadaan pendidikan Desa Tanjung 

Bulan dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dikatakan karena sudah 

banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berdiri di Desa tersebut dan 

banyaknya jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya baik di 

sekolah maupun di perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan 

masyarakat Desa Tanjung Bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2. 

Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Bulan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Belum sekolah 236 Jiwa 

2 Tidak pernah sekolah 17 Jiwa 

3 Pernah sekolah tapi tidak tamat 21 Jiwa 

4 PAUD 68 Jiwa 

5 MI 162 Jiwa 

6 SD/Sederajat 17 Jiwa 

7 SLTP/Sederajat 350 Jiwa 



8 SLTA/Sederajat 544 Jiwa 

9 SMK 85 Jiwa 

10 D1 34 Jiwa 

11 D2 21 Jiwa 

12 D3 45 Jiwa 

13 S1 63 Jiwa 

Jumlah 2229 Jiwa 

Sumber: Monografi Desa Tanjung, 10 Januari 2017. 

Adapun kondisi pendidikan masyarakat Desa Tanjung Bulan hingga tahun 

2016 seperti tabel 2 diatas, menunjukan bahwa tingkat pendidikan dapat dikatakan 

sudah cukup maju. Pada masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang 

Kuang Kabupaten Ogan Ilir karena hal ini termasuk persoalan yang sangat 

penting. Hal ini terbukti bahwa masyarakat yang belum sekolah berjumlah atau 

tidak pernah sekolah mencapai 17 Jiwa, sedangkan tingkat pendidikan 

SD/sederajat berjumlah17 Jiwa , tingkat SMU atau sederajat berjumlah 544 Jiwa , 

sedangkan dalam tingkat perguruan tinggi (S1) berjumlah 63 jiwa. 

Masyarakat Desa Tanjung Bulan melanjutkan pendidikan putra putrinya 

dengan berbagai cara, misalnya ada yang melanjutkan jenjang pendidikan formal 

dan non formal. Adapun bagi masyarakat tersebut jika ingin melanjutkan  

pendidikan formalnya seperti sekolah lanjutan tingkat mengah atas (SMA) Harus 

melanjutkan di Desa lain begitu juga dengan melanjutkan pendidikan S1 bisa 

melanjutkan di Universitas yang berada di kota. Adapun bagi mareka yang ingin 



melanjutkan pendidikan non formalnya bisa melanjutkan di daerah atau di kota 

seperti kursus menjahit, kursus salon atau kursus komputer.  

Pendidikan formal dan non formal pada masyarakat Desa Tanjung Bulan pada 

saat ini sudah cukup maju. Masyarakat Desa Tanjung Bulan (para orang tua) 

sudah banyak mengerti pentingnya pendidikan bagi putra putrinya untuk 

meneruskan pendidikan non formal dan formal. 

Pada zaman dahulu rendahnya pendidikan di Desa Tanjung Bulan, karena 

kurangnya perhatian dan motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, 

kurang mendukungnya keadaan ekonomi masyarakat karena pendapatan masih 

rendah, serta masih rendahnya cara berfikir orang tua dalam memandang 

pentingnya pendidikan formal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Tanjung Bulan 

tingkat pendidikannya yang hanya sebatas tingkat SD atau SMP bahkan tidak 

menyelesaikan pendidikannya sama sekali. 

Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan formal di Desa Tanjung Bulan, 

dapat dikatakan cukup mendukung dalam upaya meningkatkan pendidikan 

masyarakat Desa Tanjung Bulan tersebut. Hal ini didasari pada data dokumentasi 

yang ada pada pihak pemerintah Desa tersebut yang didalamnya tercatat bebeapa 

lembaga pendidikan yaitu PAUD, MI, SD. Disamping itu juga tercatat lembaga 

pendidikan tingkat menengah atas, yakni MTS saja, Hanya saja SMK, MA, dan 

perguruan tinggi yang belum ada di daerah tersebut, sehingga apabila ingin 

melanjutkan ke SMK, MA, dan perguruan tinggi harus melajutkan ke Desa lain 

atau ke  kota misalnya Kota Prabumulih, Kota Pelembang atau ke kota lainnya. 

Demikian pula, mengenai pendidikan non formal pada masyarakat Desa Tanjung 



Bulan tercatat sudah cukup banyak seperti pesantren yang sering disebut 

muhadarah  dan pengajian-pengajian ibu-ibu dan anak-anak. 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar masyarakat 

Desa Tanjung Bulan adalah bertani. Oleh karena itu perekonomian masyarakat 

Desa ini dapat dikatakan tergolong ekonomi rendah dan menengah. Faktor 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang 

atau kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Artinya faktor pendidikan 

merupakan salah satu aspek penunjang kesejahteraan hidup seseorang baik 

kehidupan di dunia maupun di akhirat.  

Dengan demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi 

akan timbul kondisi yang baik pula didalam memenuhi kebutuhan hidup agar 

dapat tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan yang memiliki tingkat 

pendidikan yang relatif rendah atau mereka yang tidak pernah mengenyam 

pendidikan sama sekali. Disamping itu, sebagian masyarakat bermata pencaharian 

sebagai petani karet, pedagang, pegawai negeri sipil dan sebagiannya, seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. 

Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Tanjung Bulan 

NO Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 1232 Jiwa 

2 Wiraswasta / Pedagang 115 Jiwa 

3 Pertukangan 58 Jiwa 

4 Karyawan Swasta 35 Jiwa 



5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 19 Jiwa 

6 Dinas Kesehatan dan Perawat 15 Jiwa 

7 TNI/POLRI 7 Jiwa 

8 Pensiunan 18 Jiwa 

 

9 Tidak bekerja 730 Jiwa 

Total 2229 Jiwa 

Sumber: Monografi Desa Tanjung Bulan 2016, 10 Januari 2017. 

Dari tabel diatas mengenai sumber penghasilan atau mata pencaharian 

masyarakat Desa Tanjung Bulan dapat dikatakan mayoritas petani karet dan 

merupakan mata pencaharian utama Desa Tanjung Bulan, ini dapat dilihat dari 

jumlah masyarakatnya yang hidup bertani dengan bermacam bentuk, seperti 

menggarap tanah sendiri, manggarap tanah milik orang lain, yaitu menyadap karet 

dengan jalan bagi hasil. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh petani upahan atau 

yang mengolah sendiri rata-rata antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp. 

5.000.000 perbulan. 

Pekerjaan lain yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa 

Tanjung Bulan adalah berdagang, guru, dan ada juga yang bekerja sebagai 

pegawai dan lain-lain. Dengan tahap kehidupan inilah masyarakat Desa Tanjung 

Bulan menghabiskan waktu mereka. Berkebun karet tampaknya menjadi 

penunjang utama guna memenuhi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Tanjung 

Bulan, apabila terjadi perselisihan diantara masyarakat Desa Tanjung Bulan maka 

penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah keluarga dan tidak pernah 

masalah tersebut sampai ke pejabat yang berwenang. Sedangkan masyarakat yang 



belum bekerja yaitu terdiri dari usia anak-anak, usia remaja, maupun golongan 

dewasa yang belum mendapatkan pekerjaan.
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D. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Tanjung Bulan 

Penduduk Desa Tanjung Bulan dalam segi agama yaitu 100% mayoritas 

memeluk agama Islam, dalam kehidupan beragama di Desa Tanjung Bulan yang 

ada cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dalam sehari-harinya yaitu dengan 

ketaatannya dengan menjalankan kegiatan keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan kegiatan keagamaan pengajian zikir ibu-ibu, marhabanan, yasinan dan 

tahlil serta shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainya. 

Tabel 4. 

Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Tanjung Bulan 

No Jenis Kegiatan Keagamaan Jumlah 

1 Pengajian ibu-ibu 29 Jiwa 

2 Pengajian Remaja 34 Jiwa 

3 Pengajian dewasa (irma) 26 Jiwa 

4 Pengajian TK/TPA 58 Jiwa 

Sumber: Monografi Desa Tanjung Bulan, 10 Januari 2017. 

Kegiatan keagamaan pada masyarakat Desa Tanjung Bulan sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini terlihat pada tabel diatas, bahwa aktivitas para remaja dan 

dewasa sudah memadai. Kegiatan para ibu-ibu yang dilaksanakan di rumah-rumah 

warga yang dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan sekali dalam satu 

minggu yaitu setiap Hari Jum‟at. Begitu juga bagi anak remaja dan dewasa yang 
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dilaksanakan di mushallah-mushallah sekali dalam satu minggu yaitu setiap 

Malam Jum‟at , kegiatan tersebut dilaksanakan guna untuk membenahi diri yang 

dipimpin oleh para ulama‟ setempat, kegiatan tersebut disebut pengajian. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dilaksanakan secara rutinitas mereka 

setiap minggu sesuai dengan jadwal mereka. 

Pemerintahan Desa Tanjung Bulan bekerja sama dengan pertamina dan 

pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir telah mengantisipasi hal ini dengan cara 

membuat sarana dan prasarana dibidang peribadatan, seperti membangun masjid 

dan mushallah. Data sarana dan prasarana peribadatan masyarakat Desa Tanjung 

Bulan dapat dilihat pada tebel berikut: 

Tabel 5. 

Jumlah Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Tanjung Bulan 

No Sarana Peribadatan Jumlah 

1 Masjid 1 buah 

2 Mushallah 4 buah 

Sumber: Diolah dari data lapangan, tanggal 10 Januari 2017. 

Di Desa Tanjung Bulan sampai dengan sekarang ini masyarakatnya hidup 

dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Mereka sangat erat antara satu 

dengan yang lainnya. Mereka hidup bergotong royong, mereka selalu hidup rukun 

dan damai. 

Hal ini berkat usaha bersama antara para tokoh masyarakat dan tokoh agama 

setempat dalam hal menerapkan pentingnya rasa saling menghargai antara 

pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Masyarakat Desa Tanjung Bulan 



sekarang telah memilki fasilitas pendukung dalam hal peribadatan. Hal ini dapat 

dilihat pada tebel diatas, masyarakat Desa Tanjung Bulan memilki satu masjid dan 

empat mushallah. 

Walaupun kehidupan masyarakat Desa Tanjung Bulan berjalan dengan baik, 

namun menurut Bapak H. M. Ali Zainudin (wawancara pada tanggal 08 Januari 

2016), tingkat pemahaman masyarakat Desa Tanjung Bulan terhadap ajaran 

agama Islam belum cukup memadai atau memahami. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya hal-hal tertentu dalam ajaran Islam yang belum dipahami dan 

dimengerti sama sekali oleh masyarakatnya, sehingga apa yang mereka dapatkan 

tidak diamalkan.  

Dari uraian diatas, gambaran umum Desa Tanjung Bulan Kecamatan 

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Menunjukan 

bahwa kehidupan masyarakat Desa Tanjung Bulan tersebut secara umum sudah 

maju. Hal ini memang dimungkinkan karena kedekatan jaraknya dengan kota lain 

yang tidak telalu jauh yang tentunya dengan mudah dapat mengikuti 

perkembangan dan kemajuan berfikir seperti masyarakat kota.
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BAB IV 

SISTEM MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DAN 

PENYADAP DI DESA TANJUNG BULAN KECAMATAN RAMBANG 

KUANG KABUPATEN OGAN ILIR 

 

A. Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa 

Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir 

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi 

masyarakat di Desa Tanjung Bulan kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan 

Ilir, karena umumnya mereka memiliki lahan pertanian dengan luas 

kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Desa 

Tanjung Bulan untuk mengadakan akad bagi hasil. 

Penentuan akad bagi hasil karet di Desa Tanjung Bulan dilakukan menurut 

kebiasaan yang berlaku di Desa Tanjung Bulan, yang pada pokoknya adalah akad 

bagi hasil ini objeknya bukanlah tanah, akan tetapi berhubungan dengan tanah, 

yaitu tanah merupakan suatu tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya 

serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya, karena itu 

merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.
67

 

Motivasi terjadi bagi hasil karet adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan keperluan lain serta ketidak sanggupan bagi pemilik lahan untuk mengelola 

sendiri lahan pertanian mereka. Sehingga pada hakikatnya pemilik kebun karet 
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menghendaki tanah miliknya menjadi produktif, sedangkan pengelola atau 

penggarap karet mengharapkan bagian hasil dari usaha tersebut. 

Bagi hasil kebun karet ini terjadi kerena pemilik kebun (toke) sudah tidak 

sanggup untuk memotong sendiri atau mengurus kebun karetnya dengan 

kesibukan lainnya atau  membuka kebun baru sehingga tidak bisa untuk motong 

sendiri sehingga mencari orang lain untuk memotong/menyadap keret, selain itu 

pemilik kebun (toke) mencari orang yang sudah mempunyai keahlian untuk 

motong/nyadap karet yang dapat di percaya untuk motong karetnya, sehingga 

memberi penghasilan yang memadai sesuai luas kebun karet tersebut. Dengan 

adanya sistem bagi hasil ini sangat membantu kebutuhan ekonomi penyadap.
68

 

Bagi hasil terhadap penggarapan karet di Desa Tanjung Bulan Kecamatan 

Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah mereka yang akan melakukan karet 

adalah para penggarap dengan ketentuan harus ada kesepakatan terlebih dahulu 

antara pemilik kebun karet dan penyadap. Adapun kesepakatan penyadapan 

tersebut adalah mereka yang menjadi penggarap karet harus mempunyai keahlian 

dalam melakukan penyadap karet dan menyetujui apa yang dikehendaki oleh 

pemilik kebun. dan pemilik kebun menyerahkan kebun karetnya yang sudah siap 

di sadap kepada penyadap sekitar umur 5 tahun sampai 7 tahun.
69

 

Pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh Desa Tanjung 

Bulan mempunyai aturan, yang mana penyadap dengan pemilik kebun karet 
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mempunyai aturan atau perjanjian kepada si penyadap yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak yaitu sebagai berikut: 

1. Peralatan penggarap seperti pahat (alat penyadap karet). Mangkok dan 

batok kelapa untuk menampung getah karet yang sudah di sadap dan bak 

karet ditanggung oleh pemilik kebun. 

2. Proses pembekuan karet di Desa Tanjung Bulan kecamatan Rambang 

Kuang Kabupaten Ogan Ilir yaitu lima hari masa menyadap, satu hari 

pembekuan getah karet dan satu hari libur untuk istirahat begitupun 

untuk selanjutnya. 

3. Waktu pelaksanaan penyadap yaitu berangkat pada pukul 06:00 WIB 

sampai selesai, minimal jam 11:00 WIB atau 12:00 WIB. Sesuai dengan 

luas kebun karet yang di sadap. 

4. Waktu pengangkatan karet atau pembekuan getah karet penyadap harus 

terlebih dahulu menyadap baru melakukan pembekuan dan pengangkatan 

getah karet. 

5. Waktu yang tidak diwajibkan untuk penggarap melakukan penyadap 

yaitu pada waktu hari hujan dan mendung, karena jika penyadap 

dilakukan akan timbul dampak yang sangat buruk. Karena batang karet 

disadap pada saat hari hujan akan mangalami kerusakan. 

Dengan adanya kesepakatan diatas, maka dasar saling membutuhkan 

berlaku bagi pemilik kebun dan penyadap dengan kesepakatan oleh kedua belah 

pihak. Bahwa pelaksaan akad bagi hasil didasari atas suka sama suka tanpa 



paksaan dari pihak manapun. Hal ini dilakukan oleh pemilik kebun karet yang ada 

di Desa Tanjung Bulan.
70

 

Menurut fadli,
71

 dari hasil wawancara penulis mendapat informasi bahwa di 

Desa Tanjung Bulan Timbang/Betimbang dilakukan setiap satu minggu sekali, 

penyadap menyerahkan hasil getah karetnya kepada pemilik kebun (toke) lalu 

pihak pemilik menjual hasil getah karet tersebut kepada Pengepul dengan 

penetapan harga perkilogram karet menurut harga pasaran Desa setempat 

kemudian hasil keseluruhan tersebut dikurangi 2 kg karet oleh pemilik kebun 

(toke) untuk biaya menjaga karet sebelum ditimbang sesuai kesepakatan kedua 

belah pihak. Kemudian sisanya dibagi dua antara pemilik kebun dan penyadap 

yang dilakukan secara bersama-sama menghitung hasilnya sesuai dengan 

kesepakatan diawal seperti penjual getah karet sistem mingguan, misalnya 

penyadap mendapatkan getah karet 102 kg  dikurangi 2 kg sisa 100 kg dengan 

harga perkg karet yaitu Rp 9000. Jadi 100 kg (Berat karet) x 9000 (harga perkg) 

=Rp 900.000,- dengan pembagiannya sebagai berikut: 

1. ½ yaitu 50% untuk pemilik kebun (toke) dan 50% untuk penyadap maka 

bagian masing-masing Rp 450.000,-, karena karet unggul (tempelan) 

lebih banyak getahnya dari pada jenis karet siling , dengan ketentuan 

biaya perawatan  di tanggung oleh  pemilik kebun (toke). 

2. 1/3 yaitu 25 % untuk pemilik kebun dan 75% untuk penyadap maka 

pemilik kebun  memperoleh Rp 300.000,- penyadap Rp 600.000, kerena 

dalam hal ini karet alam atau siling getahnya lebih sedikit ketimbang 
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karet unggul. Oleh karena itu pembagiannya berbeda dengan karet 

unggul. 

3. 1/5 yaitu  20 % untuk pemilik kebun dan 80 % untuk penyadap maka 

pemilik kebun memperoleh 180.000,- dan penyadap Rp 720.000,- , 

karena dalam hal ini kebun sudah tua dan susah di sadap oleh karena 

itualah pembagiannya lebih banyak penggarap dari pada pemilik kebun 

karet. 
72

 

Dari sistem paroan di atas, maka  dapat disimpulkan  bahwa sistem bagi 

hasil yang ada di Desa Tanjung Bulan memiliki banyak akad yang ber beda-beda, 

namun pembagian dari hasil karet tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal.  

Dari pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan, 

pada dasarnya di lakukan atas dasar saling tolong menolong sebagai mana telah 

tercantum dalam Al-Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 2. 

‘ ٔاحقٕا الله ‘ ٔاٌ  ٔ حؼإَٔاػهٗ انبز ٔانخقٕٖ , ٔلا حؼا َٕٔاػهٗ الإثى ٔا نؼذ

 إ ٌ الله شذ يذ انؼقا ب

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mewajibkan bagi orang mukmin 

hendaklah berlaku baik dan saling tolong-menolong sesama mereka  dalam 

mengerjakan Kebijakan dan Bertakwa, dan dilarang tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.
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Seperti yang sudah di jelaskan oleh ayat diatas bahwasanya kita diharuskan 

untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Tanjung Bulan dengan cara bagi hasil kebun karet. Bagi hasil 

ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan karena  pada umumnya 

penghasilan masyarakat setempat adalah hasil kebun Karet, Sawa, dan Nanas. 

Biasanya orang yang menyadap/motong kebun karet ialah kerabat terdekat atau 

orang lain yang hidupnya tergolong kurang mampu dan  tidak mempunyai 

pekerjaaan tetap. 

Dalam kerja sama ini dilakukan oleh kedua belak pihak di mana salah satu 

pihak adalah pemilik kebun karet, sedangkan pihak kedua yaitu sebagai penyadap 

karet. Pihak pemilik ialah pihak yang menyediakan biaya awal untuk alat-alat 

penyadapan seperti biaya pemupukan, dan mangkok untuk wadah getah karet dan 

bak untuk menampung gatah dan lain-lain. Sedangkan pihak kedua ialah orang 

yang menyadap karet dan merawat kebun karet.
74

 

Akad paroan kebun karet di Desa Tanjung Bulan ini terjadi pada umumnya 

dilakukan secara adat kebiasaan atau berdasarkan kekeluargaan artinya saling 

percaya yang telah di sepakati antara kedua belah pihak, tanpa adanya surat 

perjanjian yang secara tertulis di antara dua pihak sebagai mana ketentuan hukum 

Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Dari hasil pengamat penulis terhadap sistem bagi hasil antara pemilik kebun 

karet dan penyadap karet yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan 

yaitu di tentukan menurut adat kebiasaan yang berlaku, yaitu melalui perjanjian 
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atas kesepakatan secara lisan saja antara penyadap karet dan pemilik kebun karet 

atas dasar suka sama suka, saling bantu membantu, dan tanpa di paksa dari pihak 

ke tiga atau pihak lain, berdasarkan kata kesepakatan antara pemilik kebun dan 

penyadap karet. Dan hasil dari getah karet tersebut dapat di jual secara mingguan 

maupun bulanan, hasil dari penjualan tersebut di bagi dua menurut kesepakatan 

kedua belah pihak seperti ½, 1/3 dan 1/5 dari hasil ketah karet.  

Apabila pelaksanaan sistem Bagi Hasil yang di lakukan masyarakat Desa 

Tanjung Bulan jika mengalami perselisihan antara dua belah pihak antara pemilik 

kebun (toke) dan penyadap, maka cara penyelesaiannya cukup dengan 

musyawarah atau mufakat antara dua belah pihak, dan jika ada perselisihan yang 

terjadi jarang sekali sampai ke pajabat yang berwenang yang ada di Desa Tanjung 

Bulan setempat.
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Dari hasil penelitian bahwasanya masyarakat Desa Tanjung Bulan yang 

melakukan sistem bagi hasil kebun karet yang selama ini masih berlaku dan 

peraturan ini tidak tertulis seperti: 

1. Dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Tanjung 

Bulan tidak ditentukan, 

2. Pelaksanaan paroan atau bagi hasil akan putus apabila kedua belah pihak 

ada yang mundur/berhenti dari kesepakatan yang terjadi,
76
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3. Dan pemilik kebun bisa memberhentikan penyadap apabila potonganya 

buruk, dan penyadap jika melakukan penipuan seperti menjual getahnya 

kepada orang lain. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah antara pemilik 

Kebun Karet dan penyadap di Desa Tanjung Bulan  

Dari hasil penelitian yang di lakukan terdapat beberapa poin besar yang 

menjadi bahan untuk dapat dianalisis dengan mengkaji dari hukum Islam dalam 

praktek paroan/bagi hasil penyadap karet yang dilakukan masyarakat Desa 

Tanjung Bulan, untuk lebih memudahkan analisis peneliti mambagi bagian-bagian 

yang sesuai dengan apa tujuan penelitian tersebut, dari data yang di kumpulkan 

telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya untuk menganalisis praktek akad 

paroan/bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap. 

Dalam hukum Islam/Fiqh Muamalah sangat luas pembahasannya bukan 

hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga 

dalam bidang perkebunan, di dalam fiqh muamalah ada beberapa yang membahas 

tentang pertanian dan perkebunan antara lain yaitu akad muzara’ah, mukhabarah 

dan musaqah. 

Sistem paroan/bagi hasil yang di lakukan masyarakat Desa Tanjung Bulan 

ialah  kerja sama dalam bentuk akad musaqah  yaitu pemilik kebun  menyerahkan 

pepohonan/kebun kepada seorang yang mau menggarapnya dengan ketentuan dari 

hasil buah-buahannya di bagi di antara mereka berdua.
77

 kerja sama macam ini 
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banyak dipraktekkan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan yaitu kerja sama 

dalam akad musaqah di mana pemilik kebun memperkerjakan orang lain untuk 

menyadap dan setelah pohon karet tersebut menghasilkan, lalu dari hasil tersebut 

di bagi dua antara pemilik kebun (toke) dan penyadap. 

Dari segi praktek akad bagi hasil atau musaqah diperbolehkan menurut 

hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad musaqah.  

Dalam akad musaqah mempunyai rukun musaqah meliputi yaitu: 

1. aqidain (pemilik kebun dan penggarap), 

2. Objek akad, pekerjaan dan buah, (nyadap karet) 

3. Sighat, (ungkapan)  ijab dan qabul.
78

 

Pada musaqah diatas, di dalam akad antara pemilik kebun dan penyadap 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aqidain yaitu dua orang atau pihak yang berakad (pemilik kebun karet 

dan penyadap). 

2. Objek, yang menjadi objek didalam akad musaqah yaitu tanaman pohon 

karet yang sudah siap di sadap (kebun karet), pekerjaan yang berupa 

menyadap, dan hasilnya berupa getah karet. 

3. Sighat (ungkapan)  ijab dan qabul merupakan akad antara pemilik kebun 

dan penyadap yang dinyatakan diawal sebelum pohon karet tersebut 

memperoleh hasil dari penyadap berupa getah karet, dan bagi hasil getah 

karet tersebut di tentukan masing-masing sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. 
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Dari rukun diatas dapat disimpulkan bahwa rukun musaqah ialah kedua 

belah pihak yang berakad antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet, 

objeknya yaitu berupa tanaman pohon karet yang sudah siap disadap, dan hasil 

getah karet ditentukan masing-masing pihak dengan ijab dan qabul. 

Syarat Musaqah 

Memiliki syarat yang harus di penuhi dalam akad musaqah antara lain ialah: 

1. Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal dan mumayyiz. 

Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut 

ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya musaqah. 

2. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal 

ini ada perbedaan pendapat, sebaagaimana telah dikemukakan di 

muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan 

diketahui. 

3. Membebaskan amil dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau 

kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat 

atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan 

dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad musaqah menjadi batal 

atau fasid. 

4. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang 

diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar 

pembagian yang jelas.
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Dari syarat-syarat  di atas dapat di simpulkan bahwa syarat akad musaqah 

ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat di mana pemilik 

kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada 

pengarap/penyadap. Pada praktek bagi hasil di Desa Tanjung Bulan pemilik 

kebun menyerahan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada 

pengarap/penyadap misalnya dalam pemupukan kebun karet, pembersihkan 

tanaman pengganggu lahan dan karet dan menjaga sistem penyadapan tetap baik 

dan tidak merusak kulit batang dll dan hasil yang di peroleh di bagi dua sesuai 

dengan kesepakatan antara pemilik dan penyadap kebun karet. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

paroan/bagi hasil penyadap keret di Desa Tanjung Bulan sudah telah memenuhi 

rukun dan syarat akad musaqah sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, 

kerena adanya pemilik kebun dan penyadap, objek yang di musaqah kan yaitu 

berupa dari hasil sadapan dari pohon karet tersebut, dan ijab dan qabul di 

nyatakan sebelum pohon karet tersebut memperoleh penghasilan dari penyadap. 

Dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penyadap karet yang 

selama ini di lakukan masyarakat Desa Tanjung Bulan ialah berdasarkan pada 

adat-istiadat yang sudah terjadi dahulu sampai sekarang, mereka selalu 

menggunakan kebiasaan yang terjadi di Masyarakat. Dalam hal bermuamalah , 

Islam juga mengenal dengan adat istiadat (urf) dapat dijadikan dasar sumber 

hukum apabila tidak bertentangan dengan sumber Al-Qura‟an dan Al-Hadis dan 

merupakan adat kebiasaan yang baik hal tersebut sesuai dalam kaidah fiqh di 

sebutkan: 



    ا نؼا د ة يحكًت 

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan 

dapat di jadikan sumber (pertimbangan) hukum.
80

 

Menurut kajian fiqh  adat kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat disebut dengan Urf  (kebiasaan). Urf di dalam ilmu ushul fiqh adalah” 

Sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada bagian mereka dalam 

hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal 

secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.
81

 

Dalam firman Allah tentang  landasan hukum adat terdapat pada surat Al-

A‟raf ayat 199 

انؼفٕ ٔأيز با نؼز ف ٔأػز ض ػٍ انجٓهيٍخذ 
82

 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang 

ma’ruf (al-urfi) serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. 

 

Kata al-urfi dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh memahami 

sebagian sesuatu yang baik  dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat 

tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah 

dianggap baik sehingga  telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.
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Dalam pelaksanaan Bagi Hasil kita diberi kebebasan dalam kehidupan 

bermuamalah, selama belum datang larangan yang mencegah atau dalil yang 

mengharamkannya. Adapun prinsip muamalah sesuai dengan dalil. 

 ا لأ صم في ا نًؼا يهت  الإ با حت إلا أ ٌ يذ ل دنيم ػهٗ ححز يًٓا

Dari kaidah fiqh tersebut menjelaskaan kepada kita bahwasanya hukum asal 

(adat) dalam muamalah adalah hukumnya boleh/sah selama belum ada dalil yang  

menunjukan keharamannya.
84

 

Adapun kerjasama paroan/bagi hasil kebun karet yang di lakukan oleh 

masyarakat Desa Tanjung Bulan. Membolehkan bagi hasil di dalam ketentuan 

hukum Islam di dasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad Saw  dan juga 

pernah dipraktekkan oleh para sahabat beliau. 

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 

Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bijian dan 

buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.
85

 

Menurut jumhur ulama yakni Imam Malik, Syafi‟I ats Tasauri, Abu Yusuf, 

Muhammad Bin Al-Hasan, dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu 

Hanifah, serta Ahmad dan Daud semuanya memegangi kebolehan bagi hasil. 

Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini kecuali oleh al-Sunnah dari larangan 

menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas.
86

  

Dari uraian yang di kemukakan diatas jelas terlihat bahwa perjanjian 

paroan/bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa 
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Nabi Muhammad Saw beserta sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi 

hasil. Bahwa perjanjian bagi hasil ini di pandang lebih baik dari pada perjanjian 

sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih 

bermanfaat  untuk keuntungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang 

diperoleh (diproduksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui 

jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing 

(untuk pemilik kebun dan pengelolah kebun) ditentukan setelah hasil produksi 

pertanian diketahui besar atau jumlahnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari uraian-uarian pembahasan tentang sistem Bagi Hasil 

kebun keret di Desa Tanjung Bulan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktek Sistem Bagi Hasil (Musaqah)  kebun karet di Desa Tanjung Bulan 

ialah dengan menggunakkan konsep kerjasama dalam bentuk akad 

musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat  kebiasaan yang 

telah menjadi ketentuan hukum adat  telah disetujui dan dijalankan oleh 

masyarakat  di Desa Tanjung Bulan. Dan cara pembagian dari hasil getah 

karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan 

penyadap dengan menyebutkan bagian  hasil dengan jelas yaitu, 1/2, 1/3 

dan 1/5. Perjanjian Bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan menurut 

mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama  dari pada sistem 

perjanjian yang tertulis. 

2. Tinjauan hukum Islam Terhadap sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil 

antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Tanjung Bulan  sudah sesuai 

dengan rukun dan syarat-syarat musaqah dalam Islam, dimana pemilik 

kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian Bagi Hasil 

yang mana jumlahnya jelas, setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka 

dapat disebut dengan praktek musaqah dalam hukum Islam. Maka 



perjanjian akad bagi hasil karet yang terjadi di Desa Tanjung Bulan sah 

dan di bolehkan menurut Syariat Islam. 

B. Saran 

1. praktek sistem bagi hasil (Musaqah) kebun karet dan penyadap yang 

awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya dirubah dengan perjanjian 

yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal 

tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti 

halnya putusnya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan 

penyadap kebun karet. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi 

para petani (penyadap karet) dan pemilik lahan dalam upaya 

meningkatkan pelaksanaan sistem bagi hasil karet yang sesuai dengan 

syari‟at Islam. 
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